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Abstract, The cost of education is a crucial component in the implementation of education, as the educational 

process cannot proceed without financial support. This study aims to describe the collection and management of 

finances at SMA Muhammadiyah 1 Blitar. The research approach used is qualitative research with a case study 

design. The researcher conducted interviews with the school principal and treasurer, document analysis, and 

observations. The results of the study show that school finances are sourced from government assistance, such as 

BOS (School Operational Assistance) and BPOPP (Operational Assistance for Education Funding), tuition fees 

(SPP), development fees (DPP), the foster parents' movement program, and donations from Lazismu. In the aspect 

of financial management, the school implements mechanisms for planning, execution, recording, reporting, and 

accountability while adhering to the principles of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency. 
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Abstrak, Biaya pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, di mana proses 

pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana penghimpunan dan pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan wawancara 

kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penghimpunan keuangan sekolah bersumber dari bantuan pemerintah berupa BOS dan BPOPP, SPP dan DPP, 

program gerakan orang tua asuh, dan bantuan dari Lazismu. Pada aspek pengelolaan keuangan, sekolah 

menerapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 

mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 

 

Kata kunci: Manajemen Sekolah, Pengelolaan Keuangan, Muhammadiyah   

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan terpenting saat ini. Biaya pendidikan 

adalah komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa 

proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan finansial (Munir, 2013). Pengelolaan 

keuangan yang efektif merupakan kunci keberhasilan sebuah sekolah. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Wijaya, biaya pendidikan yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas 

pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan lebih dipengaruhi oleh bagaimana sekolah 

mengelola anggaran yang dimilikinya (Hasibuan, 2021). 
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Tanpa pendidikan, peluang seseorang untuk maju dan berkembang akan sangat terbatas. 

Mereka akan kesulitan untuk memahami dunia di sekitar mereka dan mengambil keputusan 

yang bijak. Sebagaimana dikatakan Martin Luther King, pendidikan adalah akar dari 

kehidupan. Untuk itu, kurikulum harus diterapkan secara efektif agar pendidikan dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Zulaiha et al., 2023). 

Pendidikan tidak lain merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena 

pendidikan memiliki tugas untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi 

pembangunan bangsa dan negara (Pradana et al., 2021). Di sisi lain, pendidikan diharapkan 

mampu menjawab semua tantangan zaman dan dapat membina generasi bangsa, agar 

masyarakat menjadi handal dan berkualitas tinggi, dengan karakter yang kuat, identitas yang 

jelas, dan mampu menghadapi masalah masa kini dan yang akan datang (Azhar & 

Sikumambang, 2018). 

Untuk memastikan penggunaan dana sekolah yang efektif dan efisien, pengelolaan 

keuangan sekolah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang 

baik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. Peraturan tersebut 

menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah meliputi lebih dari sekadar mengelola uang 

tunai, tetapi juga mencakup pengelolaan aset keuangan lainnya. Kepala sekolah bertanggung 

jawab atas pengawasan pengelolaan keuangan di sekolah, namun pengawasan juga dilakukan 

oleh pihak eksternal seperti pengawas fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. (Arif 

Mujahidin et al., 2022). 

Manajemen keuangan sekolah berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Peraturan 

tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip ini digunakan dalam proses pengelolaan 

keuangan sekolah mulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana 

pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban (Hastuti & Fitriani, 

2024). Baik sekolah negeri maupun swasta memiliki tugas yang sama dalam mengelola 

keuangan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Sekolah swasta adalah lembaga 

pendidikan yang mencari sumber daya keuangannya sendiri untuk memberikan layanan 

pendidikan. Agar dapat mencapai layanan pendidikan yang berkualitas optimal, sekolah swasta 

harus menjalankan manajemen keuangan (Kurniady et al., 2018). 

Pada masa Pergerakan Nasional, Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk 

memajukan agama, masyarakat, dan pendidikan. Dalam konteks agama, Muhammadiyah aktif 

melakukan dakwah Islam. Di bidang sosial, Muhammadiyah berkontribusi melalui pendirian 
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panti asuhan, sementara dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan berbagai 

lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Sormin et al., 2022). 

Salah satu sekolah atau lembaga pendidikan yang didirikan adalah SMA Muhammadiyah 1 

Blitar. 

SMA Muhammadiyah 1 Blitar sebagai salah satu sekolah swasta di bawah naungan 

Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen dan PNF) turut 

menyelenggarakan pendidikan dengan pengelolaan keuangan secara mandiri. Secara umum, 

manajemen keuangan sebenarnya telah dijalankan dengan baik oleh semua sekolah. Namun, 

setiap sekolah memiliki perencanaan dan pengelolaan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilakukan 

kajian untuk mengetahui kegiatan manajemen keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalahnya adalah (1) bagaimana 

penghimpunan dana pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar? (2) bagaimana pengelolaan 

keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar? 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus (John W. Creswell, 2015). Lokasi penelitian berada di SMA Muhammadiyah 1 

Blitar, Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dokumentasi, dan observasi. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model induktif; model ini bertujuan untuk 

memperjelas proses reduksi data guna menciptakan makna dari data mentah yang 

dikumpulkan. Temuan-temuan ini digunakan untuk menginterpretasikan informasi dasar; 

peneliti menggunakan wawancara mendalam sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan 

tersebut. Peneliti juga menambahkan observasi sebagai sumber penting dalam triangulasi data. 

Validitas data dilakukan melalui uji triangulasi teknik. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana 

(Miles et al., 2014) untuk menganalisis data: 1) Kondensasi data (melakukan seleksi, fokus, 

dan perubahan data yang diperoleh dari catatan lapangan). Penelitian ini membagikan data dari 

wawancara tidak terstruktur dan observasi dengan responden. Kemudian, ringkasan dibuat agar 

lebih mudah menganalisis data dan melanjutkan ke langkah berikutnya. 2) Penyajian data 

(menampilkan data yang telah dikompresi dari kumpulan informasi sehingga memungkinkan 

untuk menarik kesimpulan). Pada langkah ini, peneliti menampilkan data sesuai dengan data 

yang telah disiapkan dan disusun secara berurutan. 3) Menarik kesimpulan (setelah melakukan 
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reduksi data dan menampilkan data yang diperoleh, peneliti menarik kesimpulan dari temuan 

di lapangan berdasarkan permasalahan penelitian). 

 

3. HASIL PENELITIAN 

Kegiatan Pembiayaan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar 

Dalam rangka menjalankan segala aktivitas pendidikan, SMA Muhammadiyah 1 Blitar 

memiliki sumber pendapatan keuangan, di antaranya: 

1. Dana dari Pemerintah 

Dana dari pemerintah diberikan melalui anggaran rutin, yaitu Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan (BPOPP) dari pemerintah provinsi. Pengeluaran dan pertanggungjawaban 

penggunaan dana BOS dan BPOPP harus sesuai dengan anggaran dan peraturan yang ada 

untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah serta meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

2. Dana dari Komite 

Dana ini diterima sekolah dari komite sekolah. Adapun dana atau uang komite 

meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan 

(DPP). Dana SPP dibayarkan setiap bulan oleh siswa, sedangkan DPP dibayarkan setiap 

awal tahun ajaran baru. Namun pada realitasnya, SPP dan DPP tidak terhimpun maksimal 

karena mayoritas siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga terkendala 

pembiayaan rutinan. 

3. Donatur GOTA 

Selain dana yang sudah peneliti sebutkan di atas, SMA Muhammadiyah 1 Blitar 

juga menghimpun dana pendidikan dari donatur. Dalam hal ini, kepala sekolah membentuk 

tim yang disebut Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA). Tim ini akan mencari dan 

menghimpun dana dari donatur yang berasal dari kalangan pengurus Muhammadiyah. 

Dana ini biasanya berupa kontribusi sukarela yang tidak mengikat dari pihak internal. 

Akan tetapi ada pula yang mengikatkan dirinya dengan menganggung semua pembiayaan 

siswa tertentu. Sumbangan sukarela ini adalah bentuk kepedulian untuk membantu 

kegiatan operasional dan mendukung kelancaran aktivitas sekolah. GOTA ini dibentuk 

karena banyak siswa dari kalangan kurang mampu yang terkendala pembiayaan uang 

komite. 
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4. Bantuan Lazismu 

Lazismu sebagai lembaga zakat, infaq, dan sadaqah milik Muhammadiyah turut 

menjadi sumber pendanaan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar. Hampir sama seperti GOTA, 

Lazismu memberikan bantuan dana pendidikan yang ditujukan kepada siswa 

perseorangan. Bedanya, Lazismu lebih kepada pelunasan tanggungan siswa yang sudah 

terakumulasi. Bantuan dana pendidikan dari Lazismu memerlukan syarat, seperti 

ditujukan untuk siswa yang kurang mampu dan harus mendapatkan surat rekomendasi dari 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di mana siswa tinggal. 

Manajemen Keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar 

Manajemen keuangan di lembaga sekolah adalah proses yang mencakup beberapa 

tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pertanggungjawaban atau 

pengawasan, dan pelaporan. Setiap tahap memegang peranan krusial untuk memastikan dana 

yang tersedia dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung 

segala aktivitas pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar. Adapun penjabaran lengkap 

setiap proses sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, sekolah memulai prosesnya dengan menyusun anggaran 

di awal tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Perencanaan ini 

dirancang untuk mencakup kebutuhan operasional sekolah selama satu tahun ajaran, 

termasuk alokasi untuk kegiatan pembelajaran, gaji guru, perawatan fasilitas, hingga 

pengembangan program pendidikan. Dari RKS tersebut kemudian sekolah menyusun dan 

menuangkannya ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). 

Namun, kendala sering muncul dalam proses ini, terutama saat rapat dengan wali 

siswa yang diwakili komite. Kesulitan utama adalah mencapai kesepakatan terkait besaran 

iuran pendidikan, yakni SPP dan DPP. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat latar 

belakang ekonomi orang tua siswa yang beragam, sehingga membutuhkan pendekatan 

yang bijaksana dari pihak sekolah agar tidak membebani, tetapi tetap memenuhi kebutuhan 

operasional. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan 

dengan cermat, disertai bukti pembayaran atau bukti transaksi yang sah. Bukti-bukti ini 

berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak 

terkait, baik internal maupun eksternal. Semua dana yang dikeluarkan diarahkan untuk 

mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan, seperti pembelian alat pembelajaran, 
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pengadaan fasilitas, atau penyelenggaraan kegiatan siswa. Adapun tantangan yang 

dihadapi dalam tahap ini adalah kesulitan dalam penagihan pembayaran yang belum 

dibayarkan oleh orang tua siswa. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran operasional 

sekolah jika tidak ditangani secara tepat waktu. 

Kondisi inilah yang kemudian alternatif pembiayaan seperti program GOTA dan 

bantuan dari Lazismu memiliki andil yang cukup besar untuk menutup kekurangan dana 

kegiatan maupun operasional agar tetap bisa berjalan. Menanggapi hal ini, informan AA 

selaku kepala sekolah menjelaskan: 

“Tidak bisa dipungkiri kalau siswa kami mayoritas berasal dari keluarga dengan 

kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dengan realitas itu, akhirnya kami 

berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap berjalan sebagaimana 

mestinya, meski ada pembiayaan yang belum tergenapi. Sekolah kami cukup 

toleran dalam memahami kondisi itu. Wali siswa kami berikan kesempatan 

mengangsur atau bahkan membayar dana pendidikan sesuai kemampuan. 

Termasuk dengan adanya GOTA dan Lazismu, tentunya sangat membantu.” 

Sebagai upaya controlling keuangan, kepala sekolah memberlakukan sistem 

memo internal untuk setiap pengajuan atau pencairan dana di atas nominal Rp. 500.000. 

Memo internal tersebut berisikan pengajuan kepada kepala sekolah disertai proposal 

sederhana yang memuat latar belakang dan tujuan pengajuan, item dan besaran yang 

diajukan, dan penanggung jawab. Memo yang disetujui kepala sekolah akan 

didisposisikan ke bendahara umum sekolah untuk pencairan dana. Informan AA 

mengatakan, sistem memo internal seperti ini memudahkan kepala sekolah melakukan 

pengawasan dana keluar, sehingga tidak ada pengeluaran (dengan nominal tertentu) 

yang tidak diketahui kepala sekolah. sekaligus memudahkan bendaraha melakukan 

pendataan dan pelaporan. 

3. Tahap Pencatatan 

Proses pencatatan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar telah dilakukan 

dengan baik dan sesuai standar yang berlaku. Semua transaksi dicatat dengan rinci, tanpa 

adanya catatan utang kepada pihak bank, sehingga menunjukkan pengelolaan yang sehat. 

Dalam praktiknya, SMA Muhammadiyah 1 Blitar memiliki bendahara yang terdiri dari 

bendahara umum, bendahara BOS, dan bendahara BPOPP. 

Bendahara umum memiliki fungsi menerima dana komite, mencairkan, mencatat, 

dan melaporkan. Dengan kata lain, semua pengeluaran sekolah harus melalui bendahara 

umum atas persetujuan kepala sekolah, baik melalui memo maupun tidak. Sedangkan 
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bendahara BOS dan BPOPP terbatas pada pencatatan pada sektor masing-masing, 

kemudian dilaporkan kepada bendahara umum. Apabila terdapat pengeluaran yang 

bersumber dari dana BOS atau BPOPP, bendahara umum akan berkoordinasi dengan 

bendahara yang bersangkutan untuk mengalur alokasi keuangan. 

4. Tahap Pelaporan 

Proses pelaporan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar melibatkan tiga pihak 

utama. Pertama, pelaporan dana BOS dan BPOPP dilakukan kepada Cabang Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Blitar, mengingat dana ini berasal dari 

pemerintah pusat dan harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, 

pelaporan uang komite (SPP dan DPP), GOTA, dan Lazismu dilakukan kepada Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Blitar sebagai pemilik sekolah. Setiap laporan 

disusun secara rinci dan transparan untuk memastikan semua pihak dapat memantau 

penggunaan dana dengan baik. 

5. Tahap Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban keuangan merupakan elemen penting dalam memastikan 

akuntabilitas pengelolaan dana. Di SMA Muhammadiyah 1 Blitar, laporan keuangan dapat 

diaudit oleh pemilik sekolah setiap tahun sebagai bagian dari pengawasan. Audit ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola telah digunakan sesuai dengan 

rencana dan tujuan yang ditetapkan. 

Diskusi 

Berdasarkan teori manajemen keuangan, tanggung jawab untuk penyusunan anggaran 

dan pelaporan keuangan telah diserahkan kepada pihak sekolah, sementara pengawasannya 

tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekolah memiliki tanggung jawab luas dalam 

mengoperasionalkan upaya peningkatan kualitas melalui pengelolaan keuangan (Sonedi et al., 

2017). Menurut Tooley dan Guthrie, anggaran berfungsi sebagai panduan pengeluaran dan alat 

pengendalian yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menjaga efisiensi keuangan. 

Keterbatasan anggaran dapat berdampak pada sistem pengelolaan keuangan internal (Aini & 

Effane, 2023). 

Dalam pengelolaan dan manajemen sekolah, anggaran memiliki peran penting karena 

dapat meningkatkan kinerja manajerial dan mengontrol biaya. Di sisi lain, pengeluaran 

pendidikan dianggap sebagai investasi nyata. Rasio pengeluaran yang tepat dapat dijaga 

dengan mempertahankan keseimbangan antara pengeluaran untuk guru dan proses 

pembelajaran siswa serta pengeluaran untuk manajemen (Papilaya, 2022). Menurut Yunas 

(dalam Misbah et al., 2023), lebih dari 50% total pengeluaran pendidikan dialokasikan untuk 
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gaji staf (Dahlan Siamat, 2001). Di negara-negara berkembang, bahkan lebih dari 80% 

pengeluaran digunakan untuk gaji staf, dan di Pakistan, lebih dari 96% dialokasikan untuk itu. 

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Blitar, prinsip-

prinsip manajemen keuangan menjadi dasar utama. Kegiatan manajemen keuangan telah 

dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di bawah kendali kepala sekolah. 

Hal ini sejalan dengan temuan (dalam Aula et al., 2020) bahwa kepala sekolah memiliki fungsi 

utama sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan sekolah, termasuk pengawas 

dan penentu kebijakan sekolah. 

Sebagai pimpinan tertinggi, kepala sekolah memiliki otoritas penuh dalam pengambilan 

keputusan terkait penggunaan dana sekolah. Setiap pengeluaran dana harus mendapatkan 

persetujuan langsung dari beliau. Selain itu, pengelolaan keuangan sekolah harus selalu 

mengacu pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, di antaranya: 

1. Transparansi 

Transparansi dalam pengelolaan berarti keterbukaan dalam mengelola semua 

kegiatan, termasuk dalam hal sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan, serta 

pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mengetahui informasi keuangan sekolah (Muspawi & Lukita, 

2023). Transparansi dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

sekolah. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan SMA Muhammadiyah 1 Blitar, 

di mana dana yang dikelola melibatkan laporan kepada Dinas Pendidikan dan PDM Kota 

Blitar sebagai pemilik. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan dana sekolah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta dapat dengan 

mudah dipahami (Sukma & Nasution, 2022). Berdasarkan rencana dan peraturan yang 

berlaku, SMA Muhammadiyah 1 Blitar sudah menggunakan dana dengan penuh tanggung 

jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah, setiap 

aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan didukung 

oleh bukti penerimaan atau bukti pembayaran. 

3. Efektivitas 

Efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kesesuaian antara hasil yang 

dicapai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Artinya, dana yang digunakan 

dapat membiayai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan institusi (Widodo et al., 

2023). Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan SMA Muhammadiyah 1 Blitar, di 
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mana pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan Rencana 

Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan 

realisasi kegiatan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. 

4. Efisiensi 

Prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah mengacu pada upaya untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan sekolah guna mencapai tujuan 

peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing layanan pendidikan. Prinsip efisiensi 

ini mencakup pemanfaatan biaya sekolah untuk kegiatan yang meningkatkan kualitas dan 

layanan pendidikan (Muhajir et al., 2023). Sejalan dengan itu, dana pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 1 Blitar telah dialokasikan secara efisien untuk meningkatkan mutu dan 

layanan pendidikan. Pada aspek kewenangan, kepala sekolah menerapkan kebijakan 

terbaik dengan adanya sistem memo internal yang berguna untuk pengawasan dan efisiensi 

biaya. 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghimpunan dana pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 1 Blitar bersumber dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), uang komite 

yang meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan 

(DPP), donatur program GOTA, dan bantuan biaya pendidikan dari Lazismu. 

Pada aspek pengelolaan keuangan, SMA Muhammadiyah 1 Blitar menjalankan 

mekanisme pengelolaan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan mengedepankan prinsip transparan, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 
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